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PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN JAMAK LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2O2O

ANTARA

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN

KETUA PENELITI

Nomor: 13/UN45.1 I IPT lYY2020

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

1. Dr. Muhammad Daud, S.T., M.T. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) Universitas
Malikusaleh yang berkedudukan di JIn. Irian No.
5 Kampus Unimal Bukit Indah, Lhokseumawe,
Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Universitas Malikussaleh yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Malikussaleh dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama tim peneliti yang

diketuainya untuk pelaksanaan penelitian tahun
anggaran 2020 yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

2. Dr. Saifuddin, S.Pd.I., M.A. :

Menindaklanjuti Kontrak Penelitian antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

Kementerian Riset dan TeknologTBadan Riset dan Inovasi Nasional (DRPM
Kemenristek/BRlN) dengan Universitas Malikussaleh Nomor 180/SP2H,/LT/DRPIW20l9
Tanggal l l Maret 2019 juncto Amandemen Kontrak Penelitian Nomor
I80/SP2H/AMD/LT/DRPM1}}}} juncto Amandemen Kedua Kontrak Penelitian Nomor
ISOISP2H/AMD/LTIDRPMI2O2O, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secafa bCTSAMA-

sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian yang

selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HTIKTIM

Perj anjian ini berdasarkan kepada:

l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
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4.

5.

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 0l Tahun 2004 tenfang Perbendaharreun
Negara;

Undang-Unclang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 20A4 tentang Perneriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hulcum;

Pertituran Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi;

Peraturan Presiden Nomor l6 Tahun 2018 tentang Pengadtran Barang dan Jasa Pernerintah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02l20l5 tentang Tata Cara Penyediaarl
Pencairan. dan Pertanggungfawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32lPMK.02l20l8 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun 2019;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun
Jamak;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02l20l8 tentang Standar Biaya Keluaran
Tahun 2019;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Penclidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nornor 69
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer
Penelitian;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi clan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Pertgunran Tinggi Negeri;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Penelitian;

Peratruan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Notnor 15lPBl20l7 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian
Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPTl20l8
tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakru Edisi XII;
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset cian Pengembangan
Kenrenterian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan lnovasi Nasional Nomor glEllKJTlzA2}
tentang Penerirna Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019.

7.

8.

9.

10.

11.

12,

t3.

t6.

1,7.

18.

19.

14.

t5.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Perjanjian ini rneliputi pelaksanaan dan pelaporan penelitian sebanyak I
(satu) judul oleh PIIIAK KEDLIA, yang anggararurya dibiayai oleh Deputi Bidang
Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan
lnovasi Nasional dan dikelola oleh PIHAK PERTAMA.
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(2) Penelitian yang dimaksud

Judul Penelitian

Skema

Durasi

Ketua Peneliti

Anggota Peneliti 1

Anggota Peneliti 2

Tahun Pelaksanaan

Dana Penelitian

Dana Luaran Tambahan

Luaran Tarnbahan

pada ayat (l) adalah sebagai berikut:

Penguatan Modal Sosial Untuk pengentasan
Kemiskinan Petani Di Aceh
Penelitian Dasar
3 Tahun
Dr. Saifuddin, S.Pd.I., M.A. (NIDN 0020077906)
Dr. Suadi, S.Ag., M.Si. (NIDN 00160S7605)

Fadli, SP., M.Si. NrDN 0031127312)
2020 (Tahun ke-2)
Rp 292.300.000,-

:n ''-
(3) Luaran wajib dari penelitian yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana telah

dijanjikan dalam usulan penelitian yang sudah diunggah ot"ft prffaf PERTAMA ke laman
SIMLITABMAS.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dilaksanakan dalam jangka waktu I (satu) tahun dan dapat dilanjutkan pada tahun
lelikutnya yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas .upulun tahun berjalan yang
dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran penelitian
yang ditugaskan oleh DRPM KemenristeVBRlN.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(l) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
a' memberikan pendanaan penelitian yang bersumber dari DRPM KemenristelCBRlN

kepada PIHAK KEDUA;
b- mengkoordinir dan memantau pelaksanaan penelitian

KEDUA.
yang dilakukan oleh PIHAK

c. memantau pengunggahan oleh PIHAK KEDUA ke laman SIMLITABMAS dokumen
sebagai berikut:
l. revisi proposal penelitian
2. catatanharian pelaksanaan penelitian
3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
4. Surat Pemyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah

diterapkan
5. laporan akhir penelitian
6. luaran penelitian

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerirna dokumen hasil unggahan di laman
SIMLITABMAS dan hardcopy-nya sebagai berikut:
a. revisi proposal penelitian
b. catatan harian pelaksanaan penelitian
c. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
d. Surat Petnyataan Tanggungiawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah

ditetapkan
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e. laporan akhir penelitian
f luaran penelitian

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
a' mematuhi Perjanjian antara Ketua Lernbaga Penelitian dan pengabclian Kepada

Masyarakat dengan Ketua Pelaksana Penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban
setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:l. naura pelaksana
2. judul penelirian
3. jurnlah dana penelitian
4. tata cara dan tennin pembayaran
5. waktu pelaksanaan
6. batas akhir pelaporan
7' pencanturnan pemberi dana pe'elitian dalam publikasi ilmiah
8. luaran penelitian; dan
9. sanksi.

b. rnengunggah ke laman STMLITABMAS dokurnen sebagai berikut:
L revisi proposal penelitian
2. catatan harian pelaksanaan penelitian
3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
4. Surat Pernyataan Tangg,ngjawab Belanja (SPTB) atas dana

ditetapkan
5. laporan akhir penelitian
paling lambat tanggal 16 Novemb er 2020.

penelitian yang telah

c.

d.

e.

f

bertanggungiawab dalam Felrggunaan dana penelitian yang diterirnanya sesuai dengan
proposal kegiatan yang telah disetujui
mengikuti pemantauaR dan evaluasi
rnengikuti serninar hasil.

menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hardcopy clokumen sebagai berikgtl
l. revisi proposal penelitian
2. cafatan harian pelaksanaan penelitiarn
3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
4. asli Surat Pernyataan Tanggungiawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang relah

ditetapkan
5, laporan akhir penelitian
6" luaran penelitian
masing-masing dokufiren tersebut di atas diserahkan sebanyak I (satu) eksamplar clinunir
fortnat laporan dan warna cover sesuai skema (sesuai Buku Pancluan ppM fjnpU g,tiri
XII Revisi) paling lambat tanggal 16 Desemb er 202A.

(4) PIHAKKEDTTA rnempunyai hak:
a. menclapatkan dana penelitian dari PIHAK PERTAMA yang bersumber dari Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan pengembangan
Kementerian Riset clan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.

b' memperoleh inforrnasi terkait pelaksanaan penelitian dari PIHAK pERTAMA dan
DRPM Kemenrinstele/BRlN,
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/ PASAL 5
TATA CARA DAN TERMIN PEMBAYARAN

(l) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebesar Rp 292.300.000,- (Dua
Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dahmlangka waktu 1 (iatu)
tahun yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tilpal Deputi nidang
Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan leknologi/ Badan Riset dan
Inovasi Nasional

(2) Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibayarkan oleh pIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap:
a. Pembayaran tahap pertama sebesar Rp 292.300.000,- (Dua Ratus Sembilan puluh Dua

Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk dana penelitian; dan
b' Pembayaran tahap kedua sebesar Rp 0r (Nol Rupiah) untuk dana luaran tambahan;
yang dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia (BI.II) Cabang Lhokseumawe ke rekening
Ketua Peneliti dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

(3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan
apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS.

(4) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibayarkan apabila
PIHAK KEDUA sudah mengunggah luaran tambahan ke laman SIMLITABMAS dan
d inyatakan valid oleh DRPM Kemenrinstek/BRlN.

(5) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh DRPM Kemenrinstek/BRlN
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dana luaran tambahan tidak dibayarkan kepada
PIHAK KEDUA dan akan disetorkan kembali ke kas negara oleh PIHAK pdnfaUA.

(6) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada rekening
Ketua Peneliti sebagai berikut:

Nama Ketua Peneliti
Nomor rekening
Nama penerima pada rekening
Nama Bank
Alamat Bank

Kota
NPWP Ketua Peneliti

Dr. Saifuddin, S.Pd.I., M.A.
2007197971
BpK SAIFUDDIN
BNI Syari'ah
Jln. Syech Syamsuddin Assumatrani No.
25E Banda Sakti
Lhokseumawe
68.023.922.5.105.000

(7)

(1)

PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlarnbatan dan/atau tidak terbayamya
sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

PASAL 6
PERGANTIAN KEANGGOTAAN

Apabila ada di antara Tim Peneliti yang tidak dapat melaksanakan penelitian dikarenakan
satu dan lain hal maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perubahan susunan
timpeneliti kepada PIHAK PERTAMA untuk diajukan kepada DRPM Kemenristek/BRlN.
Perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila
telah rnendapat persetujuan dari DRPM Kemenristek/BRlN.
Apabila Ketua Tim Peneliti tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri,
maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Peneliti yang merupakan
salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari DRPM Kemenristek/BRlN.

(2)

(3)
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/ (4) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tirn peneliti sesuai clengan syarat ketentuan yangada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Ne"gara.'

PASAL 7
PAJAK

PrHAK KEDITA, berkewajiban menyetorkan pajak kepacla PIHAK PERTAMA untukdisetorkan ke Kas Negara, yang berkenaan dengan i.**;iu", pajak berupa:
a' pernbelian barang dan jasa dikenai PPN sebesa r l0o/o dan pph 22 sebesar l,5o/o;b. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

KEKAyAi$?$ifrr"ruAL
(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan clari pelaksanaan penelitian cliatur clan dikelolasesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
(2) setiap publikasi, makalah, dan/atau ikrpn* cl*alarn bentuk apapun yang berkaitan denganhasil penelitian ini wajib rnencantunrkan na"r, tilr;k f*-r.ru"ri dana yaitu Direktorat Risetdan Pengabdian Masyarakat, Deputi 

-*ioq.g Penguatan Riset dan pengembangan,
Kementerian Riset dan Teknotogf/radan niiet oaT Inovasi Nssisnal dan pengelolapenelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada rvruryu.ur.ut flniversitasMalikussaleh.

(3) Hasil penelitian berypa peralatan adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepadainstitusi/lembaga melarui Berita Acara serah Terima (pisrl.

"r^Jff$'*'nrn*(l) PARA PIHAK dibebaskan clari tanggung jawab atas keterlambaran arau kegagalan clalammemenuhi kewajiban yang dirnaksud-dalam Perjanjian 4isebabkan atau 4iakibatkan olehperistiwa atau kejadian diiuar kekuasaan PARA PrHAK yang dapat digolongkan sebagaikeadaan memaksa (/itrre na.jure).
(2) Peristiwa atau kejadiry x.uns dapat digolongkan kead.ran memaksa yrtrce ma.jure) dalamPerjanjian ini adarah bencana alail, rvib"r, p.ryuiiit, kebakarJn, prrung, brokade,peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, u"rtu adanya tindakan pemerintahdalam bidang ekonorni dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaanPerjanjian ini.
(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force maiure) maka pihak yang mengalami wajibmemberitahukan kepada pihak lainnya secara teftulis, selambat-lariru"try- aJhrn waktu 7(tujuh) hari kerja sejakterjadinya keadaan -*roukru-i;;"r majure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari Plhak.yang berwajib, dan PARA pirrar de,rgun itikad baik akan segeramembicarakan penyelesaiannya.

pENyE L E*ifrl1t- sE LrsrHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan pIHAK KEDUA dalarnpelaksanaan Perjanjian ini akan clilakukan penyelesaian *.n u musyawarah clan rnufakat.
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/ (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) ryta penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlalar
dengan memilih domisili hukum di pengadilan Negeri Lhokseumawe.

PASAL T1

AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam perjanjian ini, maka
akan dilakukan Amandemen perj anjian.

(t)

(2)

PASAL 12
SANKSI

lfabill lampai d"ngjl.91111aktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan perjanjian
ini telah berakhir, PrHAK KEDUA lidak melakrurrkun kewajiban sebagaimana Jimaksud
dalam Pasal4 ayat (3), maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian
pembayaran dan Ketua Tim Peneliti tidak dapat menga.luican proposal pin"iitiun dalam
kurun waktu dua tahun berturut-turut.

PASAL 14
PENUTUP

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dibuat rangkap 2 (dua), memiliki kekuatan
hukum yang sama, bermaterai cukup, dan biaya materai dibebankantepaoa iiluax KEDUA.

A* *ennravra PIHAK KEDUA

Dr. Saifuddin, S.Pd.I., M.A.
NIDN 0020077906

PASAL 13
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya sebelum Perjanjian ini selesai, makaPIIIAK PERTAMA wajib melakukan serah terima ianggung jawabnya'kepada pejabat bam
yang menggantikannya.

Dr.Mu[a4mad Daud, S.T., M.T.
NrP 1 976 102920031 2 I 003
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